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NOMOR 15 TAHUN 1995
TENTANG
MTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

ERTKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YARNG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

—

<2

banwa dalam rangka peningkatan dan - kelancaran
pehnyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan secara herdayaguna aan
berhasilguna KkKhususnya di bidang  Perikanan
maka perlu menyempburnakan Qrganisasi dan Tata-
kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah TTPgﬂab
T Nusa Tenggarsa Timur; : -

" hahwa sehubungan dangan hal! tersebut, maka

perluy menetapkan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang
pPembentukan Organisasi dan Tatakerja i
Perikanan Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa
Tenggara Timur, '

L.-a

Undang—-undang Nomor ‘%  Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tanun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Nomor 3037},

&

Undang-undang Nomor £4 . Tahun 1958 tentang
Pembentukan Dasrah-dasrah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1888
» Tambhahan Lembaran Negara Republik

1 )



3. Undang-unaang Nomor 3 Tahun 19385 tentang

- Perikanan (Lembaran Negara. Republlk Indohesia

Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
-Republig Indonesia Nomor 3299); oy

4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957
tentang. Penyerahan Sebagfan Urusan ~Pemerintah

.~ Pusat o4 Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan
‘dan Karet [RaKyat kepada Daerah . Swatantra
Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara-
Repub11k Indonesia Nomor 1490)

5. Peraturan Pgmarlntah Nomor' 45 Tahun 1932
L - tentang Penyelenggaraan Otonomi Dasrah dengan.
| '~ Titik Berat. pada Daerah Tingkat II (Lembaran
. ' ' Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
: Nomor 2487;

6, Keputusan ‘Menteri Dalam Negeri Republik
~ Indonesia Nomor 39 Tahun 1892 tentang Pedoman
Organisasi Dinas Daerah;-

;_Kepuﬁusan*Mentéri,ba1am'NeQerf Nomar 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah;

S

8. Keputusan ~“Menteri Datam Negeri Republik’

- Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman

. S .- Organisasi. ~ dan Tatakerja Dinas Perikanan
.' S Daerah; S | |

8. Instruksi. Menteri Dalam 'Negeri Republik

'~ Indonesia Nomor 23 Tahun 1983 tentang Petunjuk

‘Pelaksanaan Organisas! dan Tatakerja Dinas
Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah:Tingkat II.

' Dengan Persetujuan” Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,
MEMUTUSKAN:
’ Mpﬁetapkah - PERATUR&N DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
) ' R - TENGGARA . TIMUR " TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

. DAN _ TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSTI DAERAH
- TINGKAT T NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I.









:f  G.. Sub’ Bagjan Keuanaan
. d. b Bagfan “Umim..’ ﬁ;.

(1) ‘3uib’ BaQTan Perencanaan,mempunyai tugas me?akukan péngumpu?an,i
+_ﬁengo;ahan‘ anaTisis dan nan¥a31an data stat1st1k per1kanan,

' penyiapan . bahan: perumusan rencana‘proqram, peny1apan bahan

ih:1apéran d1na5 serta pény1apan bahan pemb1naan organwaaa1 “dan
1,ﬁataTaksana.,~ - an . o

_ sub Bagzan Kepegawa1an mempunyaf tugas me}akukan penqupan
3 __' " ,pahan, penyusunan rencana kebutuﬁan dan -pengembangan  pegawai
" *:”‘-sﬁrta penge?o]aan adm1n1qtras1 kepegaWaian. ~

F..A

v’(S)'Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas me1akukan peny;apan bahan
o penyu: uhan. ‘rekcana Anggaran: Pendapatan ‘dan  Belanja Dinas
S 'For1kanang psﬂbukuan ﬁerhizungan aﬁggaran, dan - verifikasi,
Rt sarta perﬁﬁndahﬁraan.r -
'.€4}333b Bagfan Umum mempunyal tugas 4meTakukan urusgn surat
“f:;imenyurat “dan” kear81pan, serta urusan rumah tangga dan
”;perﬂengkapan. ST : R
Lo Pasa] L
Sub“ Dinas. Bina Prﬁduksi‘MQMﬂunya1 tugas me!a&sanakan sebagian
tugas D*nas Psr1kanan dﬁ biﬂang pemb1naan aroduksm per1kanan ’

| \ 0 pasmitrz :

. ﬁUntukiﬂmenye1anggarakan tugas sebagaamana dimaksud pada Pasal 11
fi_iPeraayran Dbaérah: inj, Sub-Binas Bina Produksi mempunyai fungsi

' ‘a. pemyiapan - bahan :1nventarzsasz, identifikasi, dan analisis
-ékebu_uhan. Bimbifigan pengaddan dan pamanfaa%an sarana produksi-
__ﬁserta vér1f1kasi dan pengua:an Tapangan atas mutu sarana
o praduksi per1kanan' - . , '
b+ . penyiapan;  bBahan- 1nventar16asi "1dent1f1kas1, pefibinaan,
**=nangambangan_wdan pensenda11an penangkapan 1kan di laut dan -

e bahan 1nvehtar1sas1, ? 1dent:f1ka51, ; pemanaan,
pe gembangan,: “dan pengenda]1an budxdqya fkan: d1 ©laut, _air.

: 'payau danair: tawar; " - s < " _
- d, penyiapan bahdn :nventar1sasf 1dent1f1kasi dan ‘penyusunan

“Jﬂse?ta-b1mb1ggan penerapan po]a produks1 per1kanan o,

_{' .JPasa1 W




Pés.a's] e

Sub Banas ana Produk31 terdwri dar1 .
‘Seksi Sarana PFOdUkS],{' e

b  Sgksi Budidaya Ikani . . ff_-*'

c. Seksi Penangkapan Ikan _j’:}-ﬂ

dif$ek31 Pengembangan Produkai

Pasal

(1) seksi  Sarana Produks1':'mempunyaf tugas . melakukan:
. inventarisasi, 1dent1f1kas1, anatisis’ kebutuhan, bimbingan,

' pengadaan dan pemanfaatan sarana produkst serta verifikasi
dan pengu31an ?apangan atas mutu aarana prmduk51 perwkanan.‘

0 {2) Seksi Bud1daya Ikan mempunyai tugas me]akukan inventarisasi,
o vldent1f1kasi pembinaan, pengembangam dan pengendalian
'é-budfdaya _ukan‘ di laut, a1r pavat, dan air tawar, termasuk
. pene?1t1an daﬁ nangembangan ‘teknologi budidaya ‘spesifik
- dasrah serta pengujian- dan penerapan tekn01091 anjuran di
b1dang bud?daya 1kan -

-

s P

(3} Seksf 'Penangkapan «ﬁ;kan{“fmempunyai - tugas . melakukan
- jinventarisas1,. identifikasi, - pembinaan, pengembangan dan
pengendalian penangkapan ikan. di laut ~dan perairan umum
termasuk pﬁn911tian dan ﬁengembangaﬁ teknalogi  penangkapan
.spea1f1k daerah Berta. penguaian dan penurapqn teknciogi
‘anjuran d1 b?d@ﬂg penangkapan ikan.. REE

iQ(d) Saks1 Pengembangan Produks1 mempunyai ”tugab melakukan
: _‘1nventar1sa51,-1dent1f1kasi dan penyusunan .pola. pengembangan'
v jproduksx per1kanan serta bimbfngan panerapannya

Pasa1 15‘ 

_ f“SﬁB@%Dinas Bina PenyuTuhan mempunyai tugas  -menyelenggarakan
ﬁ;g.sebag1an tugas Drnas Férikanan d1 b1dang B1na Penyuluhan..

Pasa1 ﬁ£€i 

Untuk fenyatenggarakan tugas sebaga1mana dtmaksud dalam Pa5a1 15
Peraturah Daerah Tnv,_Sub B1nas Bina Penyu?uhan mempunyai fungsi:
ﬁ;a;*ﬁenylapan bahan" b1mb'ngan dgn ‘pelaksanaan . ﬁrogram,_matoda dan

i Usistem. ker;a.penyuiuh&n serta rekayasa sosial ’dan. ekonomi;

”i;;Vb{gperencanaan,ﬁandayagunaan dan b1mb1ngan ketanagaan penyu?uhah

;}pembinaan dan pengembangan keTembagaan tani - neatayan;

‘fgd}Vparencanaan, ~ pengadaan, o Qenge!o?aan,,P danf“w. bimbingan

J}*pendayagunaan sarana penyu?uhanl;. S .
@ per&ncanaan; pengadaan,’ panyebaran dan bimb1ngan " pengembangan
f{jnatefa penyu?uhan o £ ' .



' Rasa1 17

ﬁ

Sub D1nas Blna Penyu?uhan terdTri dar1 ;

59ks1 Tata Penyq?uh&n,eﬁ;ﬁn

b 36k81 KeTembagaan ?enaga dan Sarana.

(1)

.:Pasa1-:;1a ,,

Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikgn pelayanan
_tekn1s dan adm1n1strasf _kepada, para penyuluh perikanan dalam

”fpenyusunan - dan pe!aksanaah program- penyuluhan, psnerapan

(2)

'metqda dan- sistem ker;a penyuTuhaﬁ,- 1dent1f1kasi.'faktor
penentu, - rekayasa sosfial ~dan ekonomi, bimbingan serta
superv1s1 pe?aksanaan penyu]uhan._j,_ : o
86351. Ke}embagaan} Tenaga dan' Safana mempunyai  tugas
menyusun. fencana kebutuhan dan . mendayagunakan | tenaga

fﬁpéﬁyu1uhan, mérencanakan, mengadakan dan.- mengeip]av.sarana

“penyuluhan, . memperbanyak dan .- menyebarluaskan materi.

3ipenyu1uhan, ~ serta membarikan” ‘pelayanan teknis dan

~administrasi kepada para penyuluh per1kanan dalam pembinaan

'fdan pengembangan kelembagaan tani, pen1ngkatan peéngetahuan

' dan ketramp11an tenaga penyu?uh, ‘penggunaan sarana penyu?uhan
'dan perumusan serta panywapan mater1 penyuluhan. :

Ssub  Dinas Bina Sumber Hayati ‘mempunyai. tugas meTakaanakan

aebagian tugas D;nas Fer1kanan d1 b1dang pembinaan Sumber Hayati

Perikanan S

Pasal 20

B

| '5Untuk menye1enggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PaSaT 19
~Peraturan - Daarah 1n1, Sub Dinas Bina Sumbér Hayati mempunyai
- fungsi : - -

a,

'peny1apan L bahan 1nventar1sas1, _ 1dent1f1K551, analisis
g;perhitungan dan- pemstaan potensi sumbardaya ikan di perairan
'1umum, danau,_-sunga1. waduk, rawa dan genangan air  lainnya
~serta.perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya;

- penhyiapan bahan betuﬁJuk operasional pengawasan - penangkapan

ikan, memantau; - mengevaluasi - dan member1kan bimbingan
pelaksanaan pengawasan aenangkapan ikan; ' o

Epanyiapan bahan ‘bimbingan adlokasi dan pengerda11an pemanfaatan
'sumber budidaya ikan «di perairan air tawar, air payau dan laut;
~ﬁpenyiapan bahan 1nventarfsas1, identifikasi dan bimbingan

operasicnal’ per11ndungan sumberdaya ikan dan '11ngkungannya

';_yang meliputi pencegahan dan pembarantasan.hama dan penyakit,
::{kenservasa ‘dan irehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan  langka
”"serta panuegahan dan penangguTangan pencenaran perairan._

PasaT e



Pasal

Sub nanas ana sumber Hayati terdir1 dari
Sek51 Identifikasi Sumberdaya Ikan
b Seksi Pengawaﬁan Pen&ngkapan Ikan;
SeKsi- Pengenda11an Budidaya Tkan;
d Sek51 Par11ndungan Sumberdaya Ikan dan L?hgkungan.-

: V’.l . . ‘:- R Pasa'l‘ __.22.

(1) Seksi Identifikasi 8umberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan
;1nVentar1sas1, 1dent7f1kas1 dan analisis _serta perh1tungan -
;dan{ pemetaan: potenq1 bud1daya 1kan gi- perairan umum; danau,

" sungai,  .waduk, rawa dan’ genangan -air lainnya serta

"ﬁperh1tungan dan pemetaan potens1 Tahan budzdaya. ‘ '

'(2)*Sek51‘ PengawaSan Penangkapan Lhan mempunyai . tugas menyusun :
-~ petuniuk - opera51®na1 ‘pangawasan penangkapan -ikan, memantau,'
"mengeva?uasi dan memberikan b1mb1ngan pe?aksanaan pengawasan -
9enangkapan 1kan di. Yaut dan d1 perairan umum.

. (3) Sek51 Pengenda11an Budqdaya Ikan _mempunya1 tugas melakukan
: bimbingan  alokasi  dan 'pengenda?ian pemanfaatan - sumber
budidaya 1kan d1 a1r bawar, payau dan 1aut. ‘ '

,(4)'Sekq1 Per?indungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan - mempunyat
- tugas meiaksanakan 1nventarisas1, identifikasi dan bimbingan
‘:]operas1qna? per11ndungan sumberdaya ikan - dan lingkungan,
. meliputi .pencegahan dan pemberantasan hama  penyakit,
'._ionservas1 ‘dan rehab11itas1 sumberdaya ikan kritis dan langka
fserta aencegahan dan. ﬁenénggu1angan pencemaran pera1ran

'SPasa1_ 23

faub D1nas B1na Usaha Tan:/Ne?ayan mempunya7 tugas meTakéénakan
sebaQTan tugas Eanaa Per1kanan i b1dang Bina’ Usaha Tan1}Ne?ayan '

o

B St Pasa}- '

1_]Untuk menyelanggarakan tugaq sebaga1mana d1maksud pada Pasa1 2\
UPematuran Daerah 1ni Sub Dinas Bina Usaha Tan1/NéTayan mempunya1

. fungsi ;- ~ -

- a.gﬁﬁﬂaksanaan - éha11$1s usaha petani: ne1ayan, " bimbingan
- .. <permodalan, . 9enge1o1aan dan kerjasama usaha per1kanan
. b.. pelayahan - dan ~pengawasarn = perizinan usaha perikanan yang

5f1me11pUu1 pe?ayanan informasi - perizInan prosedur dan. tatacara
permohonan izin usaha, serta pemantauan pe?aksanaan izin usaha
'pervkanan~';;** :

¢. pemberian .....



hltﬁ{t; pembér1an b1mh1ngan tehna?ogi penanganan dan pengotahan hasil
o perikanan, . pembinaan: danhpanggw&san mutu yang me11put1 produk,:

tenaga, sarana, prosefdur -dgdn metdda penguaian serta unit,f f

‘. . pengolahan hasi) perikanan,-”
- d. pemberian blmb1ngan dan aengembangan pemasaran ha511 per1kanan

meTiputi analisis pasar spemantauan ‘dan penyebaran ‘1nformasa’“'

=-pasar ‘serta. prcmos1 hasiT perikanan untuk pemaSaran d1 da]am _
“maupun di 1uar neger1. '”f' B - : -

Pasa1 25

| sub Dinas B1na Usaha Tant/Na!ayan tardiri dar1 :
"a. Seksi Pembinaan Usaha;
: b Sek51 Parizinan Usaha; - .
111 c. Seksi Pengotahan dan Pemb1naan Mutu.
d Sek31 Pemasaran

'_1(7)“éeks1 Pemb1naan “Usaha mempunyai tugas ‘melakukan “analisis
ngaha petan1 nelayan, b1mbingan perme&hTan penge1o1aan_ dan
-zkefja sama usaha per1kanan : .

(2) Seks1 Per1z1nan Usaha mampuayai tugas me1akukan peTayanan dan
- pengawasan perizinan-usaha pertkanan yang meliputi pelayanan
1nforma81 par1zinan, prasadur dant tatacara .permohonan izin
usaha serta pemantauan ps1aksanaan 121n usaha per1kanan.. ‘
%;
(3) Seksi Pengo1ahan dan Pembwnaan Mutu mempunyai tugas melakukan
' b1mbingan tehnologi - penanganan dan _ pengolahan hasil
per1kananan,“ pemb1naan -dan pengawasan mutu yang “meliputi
" - - produk, tenaga, sarana, prosedur dan’ metode pengujian Sﬁrta“
. A Unit Pengolaha}ﬁ hasﬂ per'}kanan -

{4) Saks1 Pemasaran mempunya1 tugas m@THkgkan' bimbingan dan
%' pengembarigan ‘pemasidran ~hasil" pertkanan- meliputi’analisis
paSar, pemantauan _dan penyebaran informasi pasar serta’
prumos1 hasz1 hasi1 par1kanan Untuk pemasaran di dauam maupun
d1 1uar negerl.- : : ‘ R - '

it - . -
R . . )
- . ERICE

| pa‘ag-r St

Sub D1nas Bina Prasarana mampunya1 tugas me]aksanakan ‘sebagian
tugas Binas Périkanan’ di deang pambinaan prasarana per1kanan dan
bemukiman ne?ayan{petani 1kan : : :

s -Pasa'! 28
'yﬁﬁuﬁ mhnyeléﬁégarékan:tugaé sepagajmgha fhﬁ%ebyt;da1am Pasal 27
Peraturan Dasrah ini, Sub’Pinag Bina Prasargna mempunyai fungsi':

a. inventarisasi .....



http://perikananunf.uk

g

e .

.71nventar15asi* ideﬂtif1kasi penyiapan rancangan “dan - skaia
,,9r1or1tas pembangunan, pangémbangan dan- rehab17itas1 prasaranaﬂ o
lrpanangkapan Kan. dan sarana ke?engkapannya serta bumb1ngan dah.n“

pengawasan pe]aksanaannya._

_perumiisan, = pengémbangan.dan pemb1naan po1a tata oﬁeras1onall

-~ dan ‘tatalaksana serta. Jasa pengusahaan peTabuhan per1kanaﬂ dan:

'pangka1an pendaratan 1Ran-

1nventar1sasi 1dent1f1kas1 dan perancangan “pembangunan, -
pengembangan dan rﬁhabildtas#a prasarana budidaya serta .

 Jke1engkaaannya dan merumuskan po]a tata?aksaﬂa penge1o1aannya,

1_1nvent&r1sasx,ﬁr identrfikas1 dan.”. penyusunan . . rancangan,’
- pembangunan; pengembangan dan rehabi?1tas1 serta pemb1naanf"'

'f;pemuktman Ne?ayan/Petan1 1kan dan }1ngkungannya

Pasa1 ?-ZQI;Q' B

'Sub aunas B1na Prasarana terd1r1 dar1

oA

b
'40;

-d

(N

Seksi- Prasarana Penangkapan. ‘ o

‘Seksi Tata- Qper&sionaT Pe1abuhan Par1kanan,_

Sek31 Prasarana Budldaya. B - ’
Seks1 L?ﬂgkungan PeMuk1man Ne1ayan dan Petan1 Ikan.

_Pasa1. 305

Seksi Prasarana eenangkapan mempunyai  tugas melakukan
”1nventar7sas1, 1dent1fikasi meny1apkan rancangan dan skatla

*-prioritas ,pembangunan,-h pengembangan “dan - - rehabilitasi
la’praSarana penangkapan iKan dan sarana keTengkapannya serta
'npamb1naan dan pengawasanhya . L

- (2)

..(35

-Sek5i Tata Operas10na1 Pelabuhan Par1kanan mempunyai tugaq
'merumuskan, membina: dan. mengembangkan pola- tata operasional.
‘'dan - tatalaksdna serta’.jasa. pengusahaan pelabuhan perikanan
dan pangkalap pendaratan Tkan. ' . -

Sek51 Prasaraﬂa Bud1daya mempunyai . tugas _melakukan
”1nventarisasi idantffikas1 serta . menyusun - rancangan
pambangunan..Dﬂﬂgembangan dan rehab111tas§ prasarana budidaya
~dan. sarana ke1engkapannya serta: merumuqkan petunjuk - teknis

”tpenge101aannya, '

(4)

iSek$t‘L1ngkungan'PfJuk1man Ne?ayan dan Petan1 Tkarn mempunyai
- tugas | melakukan inventarisasi, identifikasi * serta menyusun

* rancangan pembahgunani perigembangan.dan - rehabilitasi serta

”pemb1naan pamukiman Ne1ayan¢Petan1 ikan dan 1ingkungannya.
_ Pasa1. 31_

:Pada D1nau Perakahaﬁ'dapat dibentuk satu ‘atau 1ebih UPTD

' sesua1 kebutuﬁan sete?ah memenuh1 kr1ter1a yang d1tetapkan

oTeh Menteri Dalam Neger1. -
_ : (2)-Uniﬁ‘.....



) 19 T

=

(2) Unit Pe1ak3ana Téknis Dinas (UPTD} tersebut d1p1mp1n oleh
Tl seorang kepa?a yahg berada dl bawah dan bertanggung jawabﬂ
' kepada Kapa1a ﬁ1nas ' . ) ,

7Pa$é1"“32 B

'f Ke]ompok Jabatan Fungsfonal memﬁynyai tugas me]aks«nahan sebag1an 
tugas D1naq Pe;1kanan sesua1 dengan keah11an dan kebutuhan

=3

. PasaT

- (1) Ka1ompok Jabatan Funga10na1,sabaga1mana d1maksud dalam PaSa1
: 32 Paraturan Baerah 1n1, terd1r1 dari sejumiah tenaga dalam.
'.J&bauan fungs1ona? _yang~ terhag1 da?am berbagai - kelompok

J_msasua1 dengan b?dang keah11ahnya.~ :

. '"_.(2)';Set1ap ke’tompok aebaga“smana d';maksud pada ayat {1) Pasa‘! inid
: dipimpin o]eh seorang tenaaa sen1or ‘yang ditunjuk - oleh
Gubernur Kepa]a Haerah atas usu? Kepa]a Binas dan bertanggung

Jawab kepada Kapa?a Dinas. BN Sam e -

£

{3) Jum1ah dan J9ﬁ18 Jabatan fungs1ona1 sehaga?mana d1maknud
- galam ayat (1) Pasal .ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban karja yang d1atgr ﬁesuaw dangan paraturan perundang-

*uﬁﬁangan yang berTaku ' : :

e

TATA KERJA;«

R 'ihPasaﬁr¢34r_
l!f-“ ;ﬂﬁlam?amelaKSanakan tugasnya Kgpq?a Dinas dan se%uruh- unit yang
. :ada, 'di-bawahnya wajib menerapkan prinsip - koordinasi, integrasi
" dan .sinkronisasi “'secafa  vertikal dan. horisontal baik dalam
éi_Avlingk: gan maszng—mas1ag maupun an&ara satuan organ1sasi g
g _lingkuﬁgan Dinas Psr1kanan dan,IhstnnSI 1a1n sesua1 dengan -tugas
Cw {-masing ma51ng.” LR T o '

. 'jz_,,

& sy Pasal 35

;.€1).55tTap P1mpznan satuan organzsa51 da]am 11ngkungan' Dinas
“ rPerikanan mengkoorﬂ1nas1kan ‘bawaharnya- ma51ng~maq1hg dan
*“member1kan bxmblngan serta petunjuk ba91 pe1§ksan*an tugas
,_w'bawahan.,_}jg : _ , o :

¥ -

| 'J{é}fﬁat1aﬂ Pf%binan antuah dfgaﬁiéasi;bwajib mangikuci Cdan
.- mentaati petunguklpetunJuk ‘dan-- bartanggung Jawaﬁ kepada.‘

.. 7. Jatasan masing=masing Serta-menyampaikaﬁ*Tanoran berka?a Fepat.
o _:~pada waktunya e T - . _

(a) Laporan .:T;, 3



(o) Laporan “penyelenggaraan tugas Dinas Perikanan pada masing-

masyng t1ngkatan nemerintahan d1sampa1kan kepada pejabat yang
satTngkat Tebih t1n991 secara berka?a dan tepat waktu serta -
quoord1nas1kan oleh peJabat yang bertanggung Jjawab di- bidang -
‘Tata Usaha._ : -

”f(4) Set1ap 1aporan yang d1terima 019h pamp1nan satuan _organisasi

~dari bawahan,- waj1b dioiah ‘dan d1pergunakan sebagai‘_bahan
Qenyusunan' ‘Taporan - Teb1h Ianaut dan untuk member ikan
petunauk petunsuk kepada bawahan ' '

Pasa1  1361_

_-#afa Kepala. Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan
- laporan kepada Kepq1a ‘Dinas ~dan selanjutnya. Kepala  Dinas -

menyampa1kan laporan’ berka1a kapada Gubernur Kepala Daerah

| Pasa?, 3?

-CSetIap P1mpanan Satuan Organ1sasx -wajib mengawasi bawahannya:
 masing-masing dan bila‘ terjadi pehyimpangan agar  mengambil :
“langkah- Iangkah{,.yang d1per?ukan - sesuai dengan peraturan’

perundang-undangan yané bertaku. ' : o IR

J‘Pasaﬂa 38-

Bagan Struktur ﬂrgan$sasi dan Tata Keraa Dinas Per1kanan adalah

“sebagafmana tercantum pada. Lamp1ran Peraturan Daerah ini  yang
-nerupakan bag1an tak uerp1sahkan dari Peraturan Dasrah ini. ‘

. _BAB Vf;f
- KETENTUAN LAIN-LAIN
L jr - Pasal ‘39-

Hal- ha1 yang beTum diatur déiah Peraturan Daerah 1ini akan

'"d1tetapkan ‘Tebih Tanjut dengan Keputusan . Gubernur Kepala Daerah  -
.sepanjang menganaa pe1aksanaannya '

BAB VI
“KETENTUAN. PENUTUP
Pasal 40

ﬂﬁngan*"bérlakpp§a Peraturan Daerah ini, maka Pératuran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982

'tentang “Pembentukan, Organ1sas1 dan Tata Kerja -D1na5'.Per1kanan
' _Propfns1 Dasrah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan = segala

perubahannya d1nyatakan tidak berlaku Yag1 -
Pasal .....
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'Pusal 41
Pcraturan Daorah ini mu1a1 bor!aku pada tangga) diundanukan._
| Agar setiap orang mohg.tahuinya memer intahkan pthgundungan

Poraturan Daerah ini dongah poncmpatannya dalam Lombaraﬂ Daserah.

"Ditetapkan di : Kupang:
;fPldl Tanggal : 24 ORtabor 1995

-——— - — — qn--—

!

QEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH uyGUBERNUR KEPALA ﬁAERAH TINGKAT I

Disahkan o}oh Mbntcri Dalam Nogori
dengan Koﬂutuaah .
Nomor ..s....ﬁahun casarssacssns
Tangga1 ..........................

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinst - Dasrah Tingkat 1
Nusa Tenggara Timur

Nomor ....... Tahun .............
Tanggal ....vreitncacactonaanaras
Seri D .3; '

&?exneranrs WILAYAH / DAERAH L,

Ir. SABINUS KANTUS
Pembina Utama Madya
NIP. 620005096

t DISAHKAN




Tf{PE&JELASAﬁ‘ﬁ

ATAS
PERATURAN DAERAH{’
PRDPINSI aAERAH TINGKAT I NUSA TENGCAR% TIMUR

s NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAV ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
- NUSA TENGGﬁRA TINUR

" A. PENJELASAN UMUM:

. “pengan: - semakinh  .meningkatnya .  penyelenggaraan
Penerinuahan}' 3 pelaksanaan - pembanguhan - dan pembinaan
mgkemasyatakatan di berbagal sektor dewasa ini, maka dfpandang
,,perlu ‘mehata. kemb311 Grgan1qa51 untuk ‘menunjang pelaksanaan
'{,tugaa tugaq d1maksuﬂ ‘sesuai Peraturan Perundang undangan yang
“Uberiaku ' -

Sub Sektor .. Per1kanan “yahg merupakan salah satu  Sub
Sektor - dari. sektor partan1an,  merupakan pelakéana dari

 ,,Pemer1ﬂtah Daerar di btdﬁng Pﬂeraﬁan telah menungukan adanya

perkembangan dan periy’ adanya ‘upaya-upaya lanjutan berupa
 7pemb1naan yang qkan d11aksanakan “1abih- terarah dan terpadu,
maka per?u men1njau kembaTi Peraturan Daarah Prop1na1 Daerah

-}-T1ngﬁat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1982 tentang

: ‘Pambentukan Organisas1 dan TatakerJa D1ﬂaq’Per1kanan Propinsi
'fDaerah T1nghat I Nu»a Tenggara T1mur : :

L , Berdasarkan Keputusan Menter1 Dalam Negeri Republik
IﬂdGﬂGSTa Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas

. Dpaerah ~dan Instruksi ‘Menteri dalam Neger1 ‘Republik . Indonesia

Nomor 23 Tahun ?99o taﬁtang ‘Petunjuk Pe1aksanaan ‘Organisasi

: :udan ‘Tatakerja < Dinas Perikanan Daerah Tingkat I ddn Dinas
7 perikanan Daefah T3 ngkqt,II maka telah" d1tetapkan Keputusan

- Menteri Dalam - Negeri Republik: Indcnes1a Nomor 6 ‘Tahun 1994
, tentang Pedoman Grgan1b1asf dan Tatakerja Dinas Perikanan

h-__Baerah



e

e Sebagai t1ndak Tanjut dari Keautusan' Menter1 ‘Dalam
‘jNegerf sebaga1mana tersebut di atas maka dengan Surat Meﬁteri”_
%Dalam Neger1 Repub?%k Indones1a' Ngmor 061/3605/8J tanggal:

21 Oktober 1994 tentang Pota Grganisas1 Dinas Daerah, telah -

.jﬁ}dxtatapkan Pola Organisasi Dinas-dinas Daerah dimana untuk
annab Perikanan Prop1ns1 Daarah T1ngkat I Nusa Tenggara TimUrh
1ffd1tetapkan sebagg1 po]a maks1ma1 : '

_ Dengan penetapan Peaa Organ13551 saslai Surat Menter1
' Da?am Negeﬁl Republik Inﬁénes1a Sebaga1mqna tersebut di - atas,
makd d1pandang periu menetapkaﬁ Peraturan _Daerah Propinsi

_174 Daerah.. T1ngkat I-: NUSa Kenggara _;1ﬁur tentang Pembentukan

-ﬂfiﬁaSal 4

_.”ﬁorgan.sas1 dan. Tataherga_ Dinas PerJRanan Propihgi - Daerah
L T:ngkat I Nusa Tenggara Timur..- S : '

'ffpgmuELASAN PASnL DEMI PAaAL

_Pasa1 1 s/d Pasa1 ﬂ}s"f; Cukup 3e1as

o Huruf a. Yang d1maksud dengan tﬁg ~tugas pembantuan | 1qa1nyéll
L proyék proyek‘saktora? yang d11aksanakan di Daurah

’%Pa8q1 s/d Pasa1 33 _ﬁ_:;CukUp 3aias.
'PasaT 34 Yang dimaKSUd dengan seluruh unit  yang  ada
. _.d1 bawahnya ada1ah Kepala Bagian Tata Usaha, 'Kepala
Sub- Dtnas, Kepa?a ‘Sub. Bagian, Kepala Seksi, Kepala
unit. Teknis ' Daerah (UPTDY dan Kepala Kelompok
:_“Jabatan Fun931ana1 ' ) o B

f:Pasél;3$TS¥d,PaSﬁ7.41ﬂ; Cukup JeTas.=



